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ABSTRAK
Tujuan utama dari reforma agraria adalah terciptanya dasar pengelolaan tanah yang baik dan
masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Kepastian kepemilikan
aset pertanahan merupakan salah satu kunci untuk meminimalisir kerentanan maupun konflik
yang mungkin muncul di bidang pertanahan. Tujuan Penelitian, mengidentifikasi sumber
kerentanan social dalam pendaftaran tanah serta menganalisis Konsekuensi risiko yang dihadapi
oleh kelompok Rentan dalam konteks keamanan tenurial. Jenis penelitian ini adalah mix methods
yang diartikan menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif (Sugiyono, 2011), menggunakan
metode survei dan wawancara. Dilaksanakan di Desa Muara Jalai dan Sei.Tonang Kabupaten
Kampar. Pengambilan sampel dengan metode purposive dan snowball sampling sebanyak 65
responden pada setiap Desa. Hasil Penelitian Kelompok rentan dalam kajian ini adalah kelompok
masyarakat adat, perempuan, petani gurem dan pendatang Terkait dengan pendaftaran dan
kepemilikan tanah. Konsekuensi ataupun risiko yang dihadapi masyarakat dimana posisi pemilik
tanah masih rentan untuk menerima gugatan atau sengketa dari perorangan maupun kelompok
yang memicu konflik/sengketa tanah.
Kata kunci: Kerentanan sosial, pendaftaran tanah, Kabupaten Kampar

PENDAHULUAN
Dalam upayanya mengatasi isu pertanahan, Pemerintah Indonesia melaksanakan

Reforma Agraria yang mendorong proses perbaikan dan pengelolaan kembali struktur
tenurial hingga ke level administrasi terendah atau level desa. Tujuan utama dari Reforma
Agraria ini adalah terciptanya dasar pengelolaan tanah yang baik dan masyarakat
mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap. Harapannya, Reforma
Agraria dapat menjadi sistem yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan
penjaminan sosial untuk masyarakat perdesaan, serta peningkatan manajemen
pengelolaan sumber daya alam guna menjamin kemakmuran sebesar-sebesarnya untuk
kepentingan rakyat (Siregar, 2012). Tegasnya, permasalahan pembangunan ini adalah
pada manusianya.

Masalah dalam reformasi agraria Indonesa juga berkaitan dengan tata kelola tanah
dan sumber daya alam pemilikan tanah dan akses terhadap sumber daya alam sehingga
yang menimbulkan keluhan dan sengketa terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam.
Persoalan-persoalan tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya kejelasan mengenai
batas-batas tanah yang sering berujung pada tumpang tindih klaim, lemahnya
perlindungan hukum atas hak dan klaim tanah oleh masyarakat lokal (termasuk
masyarakat adat, penghuni hutan, petani ladang berpindah) dan makin bertambahnya
pengaduan kasus pertanahan yang belum terselesaikan. kompleksitas permasalahan
pertanahan menimbulkan sejumlah hambatan yang berlarut-larut dalam kebijakan agraria
dan kurangnya koordinasi dalam pengembangan sistem administrasi dan pengelolaan
tanah yang berkelanjutan.

Secara bersamaan, Pemerintah mengusung Program Reforma Agraria,
sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA). Program tersebut diatur melalui Peraturan Presiden No. 86
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses.
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Penataan aset terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi tanah negara. Pendekatan utama
pada legalisasi aset adalah pendaftaran tanah.

Pada RPJM 2015-2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) bertanggung jawab atas penerbitan 23 juta sertipikat tanah (4,1 juta
hektar) di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain - APL) melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) yang berbasis desa. PTSL dimaksudkan untuk melakukan
sertifikasi semua bidang tanah baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di setiap
desa. Dengan pendekatan PTSL, semua bidang tanah di desa akan dipetakan dan terdaftar
di Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota dan data terkait akan dimasukkan ke
dalam pangkalan data elektronik yang disebut Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).
Melalui proses ini diharapkan ada kejelasan tentang hak atas tanah dan penggunaan
lahan di tiap desa.

Risiko sosial perlu dipahami melalui kerentanan sosial yang terkait dengan
keberadaan dan pelaksanaan program pemerintah. Kerentanan sosial mengacu pada
karakteristik seseorang atau kelompok serta kondisi mereka terhadap yang
mempengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengatasi, menolak atau pulih
dari dampak adanya suatu bahaya (Dunning & Durden, 2013). Dampak kerentanan
sosial dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling terkait, yaitu
tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal (Syaifudin,2020).

Kerentanan sosial adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk
menghadapi dan beradaptasi terhadap dampak merugikan (negatif) yang ditimbulkan
oleh suatu kegiatan (proyek) atau bencana. Kemampuan tersebut sangat tergantung pada
posisi sosial seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat karena sangat terkait
dengan relasi kuasa untuk mengakses sumber daya, termasuk informasi, dan pengambilan
keputusan. Dengan demikian, kerentanan sosial tidak ditanggung merata oleh semua
orang dalam suatu komunitas atau masyarakat. Dengan demikian, perlu informasi yang
memadai tentang kelompok-kelompok rentan dan potensi dampak yang mereka hadapi
dari program pendaftaran tanah ini.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kabupaten

Kampar (Desa Muara Jalai dan Desa Sungai Tonang). Jenis penelitian ini adalah mix
methods yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara
kuantitatif dan kualitatif dengan proses panjang dan terarah sehingga data akan
menghasilkan sebuah studi yang lebih baik jika dibandingkan hanya menggunakan satu
metode saja. (Creswell, 2013). Teknik Pengumpulan Data menggunakan metode survei
dan wawancara. Pengambilan sampel dengan metode purposive dan snowball sampling
sebanyak 65 responden pada setiap Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PemahamanMasyarakat Mengenai Pendaftaran Tanah

Survei melibatkan 65 responden di Desa Muara Jalai dan 65 responden pada Desa
Sungai Tonang, hasilnya diketahui bahwa mayoritas responden tergolong pahammengenai
pendaftaran tanah seperti yang tersaji dalam grafik berikut ini:
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Grafik 1. Pemahaman Masyarakat Mengenai Pendaftaran Tanah Pada Lokasi Penelitian

Mayoritas responden paham dengan proses pendaftaran tanah, yang paling
dipahami oleh responden adalah terkait tujuan pendaftaran tanah. Responden memiliki
pemahaman terhadap tujuan pendaftaran tanah berdasarkan hukum yang berlaku. Di sisi
lain, responden juga memahami konsekuensi jika tidak memiliki sertipikat tanah
diantaranya rawan diklaim oleh pihak lain ataupun sengketa. Temuan ini dapat dijadikan
titik awal penyadaran pentingnya partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap untuk menghindari berbagai kemungkinan terjadinya
konsekuensi dari tidak dimilikinya dokumen berupa sertipikat tanah.

Sumber Kerentanan Sosial Yang Dihadapi Oleh Kelompok Rentan
Social vulnerability atau yang sering disebut dengan kerentanan sosial dapat

diartikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan adanya kerapuhan sosial dari
pengaruh bahaya, ancaman, serta bencana yang berpotensi merusak, memberikan
gangguan serta merugikan (Sundari, 2020). Kerentanan sosial melekat pada satu
kelompok di mana kelompok tersebut baik secara mandiri maupun kolektif menghadapi
banyak hambatan untuk dapat merasakan hak-hak mereka yang seharusnya didapatkan.
Turner Bryan dalam Pius Suratman (2006) menyatakan bahwa identifikasi kelompok-
kelompok masyarakat rentan tidak hanya menyangkut kelompok miskin, tetapi juga
kelompok lanjut usia, penyandang cacat, migran dan masyarakat adat atau kelompok
manapun di masyarakat karena pada dasarnya semua kelompok menghadapi kerentanan
yang sebagian besar merupakan hasil hambatan ekonomi, sosial dan budaya yang
membatasi kesempatan untuk dan menghalangi integrasi sosial atau partisipasi
kelompok.

Identifikasi Kelompok rentan dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat adat,
perempuan, petani gurem dan pendatang Terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan
tanah.

Sumber kerentanan sosial pada masyarakat adat di lokasi penelitian terkait
kepemilikan tanah adalah keberadaan Tanah Soko yang masih banyak belum didaftarkan.
Tanah Soko menjadi bentuk pengaturan kepemilikan tanah yang mengikuti garis
keturunan Ibu (matrilineal). Potensi kerentanan terkait Tanah Soko muncul karena
penguasaan yang tidak diatur secara jelas dan hanya berdasarkan dengan pengaturan adat.
Namun, dalam kaitannya dengan program Pendaftaran Tanah, hal ini juga menjadi
sumber-sumber yang potensial menyebabkan masalah.

Selanjutnya, akses pendaftaran tanah bagi perempuan, secara umum perempuan
memiliki akses untuk memiliki legalitas tanah mereka dalam bentuk sertipikat, termasuk
untuk tanah adat seperti Tanah Soko. Kekhawatiran yang muncul bukan berasal dari
perempuan sebagai subyek atas kepemilikan tanah, melainkan dari tokoh adat yang
selama ini memiliki otoritas atas tanah tersebut. Perempuan diberi akses yang mudah
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untuk mendaftarkan tanah mereka. Dalam praktik pendaftaran tanah di lokasi studi,
biasanya perempuan masih dipengaruhi oleh peran laki-laki. Sehingga pengambilan
keputusan atas tanah tidak murni oleh perempuan sebagai pemilik tanah asli. Pemahaman
dan dukungan dari laki-laki baik suami, paman atau saudara laki-laki sangat dibutuhkan
sehingga perempuan dapat dipastikan memperoleh kebebasan terhadap hak tenurial nya.

Masyarakat marginal merupakan kelompok rentan yang umumnya memiliki
kondisi ekonomi lemah. Menurut Chambers dalam bagong (2005) masyarakat marginal
merupakan kelompok kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat
disebabkan oleh berbagai hal termasuk belenggu kemiskinan dan secara khusus terinci
dalam lima bentuk yaitu kemiskinan, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan
ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan sehingga membentuk
perangkap kemiskinan yang benar-benar menyulitkan peluang bagi keluarga miskin dan
pada akhirnya menimbulkan proses marginalisasi (Bagong, 2005). Pada kajian ini,
kelompok marginal atau terpinggirkan yang menjadi unit kajian terbagi menjadi
pendatang dan petani gurem.

Pendatang di desa-desa objek kajian sebagian menikah dengan masyarakat
tempatan yang kemudian menetap dan membeli tanah. Kemudian, tanah tersebut
dikelola sebagai sumber penghidupan rumah tangga. Ada pula tanah yang dibeli oleh
pendatang tapi tidak diolah, dalam arti hanya membeli saja kemudian tidak berdomisili di
desa dimana tanah tersebut berada. Adanya pendatang yang membeli tanah tetapi tidak
berdomisili pada desatersebut merupakan sumber kerentanan. Berpotensi menimbulkan
sengketa dan menjadi objek perambahan oleh orang lain yang memiliki lahan di
sekitarnya. Hal ini akan diperparah ketika lahan yang dibeli sama sekali tidak dikelola dan
dibiarkan semak, sulit diukur serta dipastikan siapa pemilik lahan tersebut.

Selanjutnya, petani gurem diartikan sebagai petani yang memiliki atau menyewa
lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Untuk jumlah petani gurem di masing-masing
lokasi kajian yaitu sebanyak 978 KK. Kerentanan yang dihadapi oleh petani gurem berupa
belum memiliki dokumen surat tanah, dokumen yang dimiliki umumnya surat perjanian
jual-beli antar dua pihak, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun.
Namun, presentasi petani gurem berdasarkan hasil observasi dan wawancara tidak terlalu
banyak, hanya sekitar 5% dari total responden. Ada anggapan bahwa jumlah tanah yang
sedikit itu tidak perlu untuk dibuatkan sertipikat tanah karena sudah bertahun-tahun
dikelola turun temurun.

Konsekuensi risiko yang dihadapi oleh kelompok Rentan dalam konteks keamanan
tenurial

Konsekuensi ataupun risiko yang dihadapi masyarakat dimana posisi pemilik
tanah masih rentan untuk menerima gugatan atau sengketa dari perorangan maupun
kelompok yang memicu konflik/sengketa tanah. Pemahaman bagaimana atau
kemungkinan terjadinya berbagai risiko terkait keamanan tenurial masyarakat penting
untuk mengetahui potensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal.

Persoalan tata ruang masih belum jelas merupakan pendorong kemunculan
berbagai konflik atau masalah pertanahan. Maka konsekuensi risiko tumpang-tindih lahan
akan berpeluang besar terjadi. Hal ini diperkuat dengan posisi tanah sebagai sumber daya
alam yang penting dan vital bagi kehidupan masyarakat menjadi semakin terbatas.
Beberapa kasus perambahan kawasan hutan oleh pendatang yang tidak seharusnya
dilakukan juga menjadi tolok ukur bahwa risiko penyerobotan lahan semakin mungkin
tejadi. Konflik yang muncul pada lokasi penelitian yaitu antara individu dengan individu
berbentuk sengketa lahan dengan presentase yang sangat rendah serta diselesaikan
dengan pendekatan musyawarah dan penyelesaian jalur tingkat tapak.
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KESIMPULAN
Kelompok rentan dalam kajian ini adalah kelompok masyarakat adat, perempuan,

petani gurem dan pendatang Terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan tanah. Sumber
kerentanan sosial pada masyarakat adat di lokasi penelitian adalah keberadaan Tanah
Soko yang masih banyak belum didaftarkan. Potensi kerentanan muncul karena
penguasaan yang tidak diatur secara jelas dan hanya berdasarkan dengan pengaturan
adat. Pada kelompok Perempuan diberi akses yang mudah untuk mendaftarkan tanah
namun masih dipengaruhi oleh peran laki-laki, Sehingga pengambilan keputusan atas
tanah tidak murni oleh perempuan sebagai pemilik tanah asli.

Pendatang yang membeli tanah tetapi tidak berdomisili pada desa tersebut
merupakan sumber kerentanan. Berpotensi menimbulkan sengketa dan menjadi objek
perambahan oleh orang lain yang memiliki lahan di sekitarnya. Hal ini akan diperparah
ketika lahan yang dibeli sama sekali tidak dikelola. Sedangkan Kerentanan yang dihadapi
oleh petani gurem berupa belum memiliki dokumen surat tanah, dokumen yang dimiliki
umumnya surat perjanian jual-beli antar dua pihak, bahkan ada yang sama sekali tidak
memiliki dokumen apapun.

Konsekuensi ataupun risiko yang dihadapi masyarakat dimana posisi pemilik
tanah masih rentan untuk menerima gugatan atau sengketa dari perorangan maupun
kelompok yang memicu konflik/sengketa.
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